
1. Unclang-Undang Nornor 29 Tahun l 959, tentang 
Pembentukan Daerah - Dacrah Tk. lJ di Sulawesi. 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 
2009 Nomor 130, tarnbahan Lcmbaran Negara Rl Nornor 
5049). 

3. Undang-Undang Hornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repu blik lndone sia 
tah un 2014 Nomor 2-14, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah 
beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang nomor 9 
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahu n 2014 Tcntang Perneriruahan Daeruh 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pernerintahan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601). 

5. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nornor S Tahun 20 l l 
tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka: 

BUPATI KOLAKA, 

a. bahwa dalam rangka efcktifiras pengclolaan obyek wisrua di 
kabupaten kolaka, rnaka dipandang perlu u ntuk menarik 
kembali kewenangan pcngelolaan obyck wisata, yang 
sebelurnnya telah clilimpahkan kepacla camat se - kabupaten 
kolaka.. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu 
menetapkan Pera tu ran Bupali ten tang penarikan 
kewenarigan Pernerintah daerah bidang pengelolaan obyek 
wisata di kabupaten kolaka; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENARIKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 
BIDANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN 

DI KABUPATEN KOLAKA 

TENT ANG 
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Mengingat 

Menimbang 



Pasal 2 

( l) Ruang lingkup Peraturan Bupati i111 me ncaku p Penar ikan 
kewenangan bidang lzin Usaha Kcpariwisataan yang telah 
dilimpahkan kepada camat Se-Kabupaten Kolaka 
sebagairnana dirnaksud pada Peraturan Bupati Nornor 02 
Tahun 201 l tentang Pelirnpahan sebagian Kewenangan 
pernerintah dari Bupau Kolaka kepada Camat Se - 
Kabupateri Kolaka. 

(2) Dengan penarikan kewenangan sebagaimana dirnak sud 
pada ayat ( 1) rnaka lzin usaha Kepariwisataan rne njadi 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Dalarn Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai u nsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3 Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Dinas Kcbudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudavaan 

clan Pariwisata Kolaka. 
5. Kecarnatan adalah kecarnatan di kabupaten kolaka. 
6. Camat adalah Carnat Se- kabupaten Kolaka. 
7. Penarikan adalah l'engambilan kernbali kewenangan yang 

pernah dilimpahkan dari badan pcmeriniahan kepada badan 
pemenntahan lain berdasarkan peraturan bupati. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENARIKAN KEWENANGAN 

PEMERINTAH DAERAH BIDANG IZIN USAHA 
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KOLAKA. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor l Tahun 20 l 3 
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 36 
tahun 2007 ientang pernben tukan organisasi dan tata kerja 
sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat 
daerah kabupaten kolaka; 

7. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 20 l ..J 
tentang Perubahan atas Peratura n Daerah Nornor 5 Tahun 
201 I tentang Retribusi; 

8. Pera tu ran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 20 I 5 
tentang Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Kolaka tahun Anggaran 2015; 

Menetapkan 



Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 2016 

{JI 

,'SEKRc:;,AERAH KABUPATEN KOLAKA l . 
~ H. POITU MURTOPO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 1.0 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 12 . o 1 - 20 L 6 

\.BU~KA/, 

yH. AHMA~AFEI 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan 
perigundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata.nnya 
dalarn Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati mt, maka lzin usaha 
Kepariwisataan yang tercantum pada Nomor uru t 13 Lampiran I 
Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 tahun 20 I l ten tang 
Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemeritah dari Bu pau Kolaka 
kepada Carnat Se-Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 




